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10.

2019 (Covi ‘
( ovid-19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman

yang. : Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitag Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
MG RGBS Vsl i, ol

nesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang‘Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6578)
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45795);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 51 65);
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MEMUTUSKA
] PERATURAN BUPATI TENTANG KE Bb \KAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

ran Bupati ini yang dimaksud dengan:

adalah Kabupaten Manggarai.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 1 1 yang

dan kewajiban Daerah ] o]
e yang dapat dinil dengan ng
1tuk 59\(“\1“\(,@% an yang berhubus 1gan dengan n
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Daerah adalah keseluruhan
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lam penyusunan dan penye 1jian laporan keuang
L Ak merintahan (SAP) adalah r manual
IQL” ter; 1Sas1 mulai dari pengumpu lan dat
pelaporan  posisi dan :

Daerah adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjt

Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari

entitas akuntansi j yang menurut ketentuan peratura

ﬂyc@"g@ﬁ@_ laporan D@f’a\T@ ban b@ﬂu]

adalah unit pemerintahan pen
barang dan BUD wajib % rakan akuntansi dan me laporan
barang dan BUD wajib menyelenggarakan nt dan n apc
p_@fgjl@ﬂ pada entitas pelaporan.
5 ah pengguna anggaran/pengguna bar:
kat Daerah Kabupaten Manggarai
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f. poran operasional;

g laporan arus kas;

h.  laporan perubahan ekuitas: dan
1.  catatan atas L@g@?@q keuangan;
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) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari:

.

a. akuntansi aset

b. akuntansi kewajiban

n—

ekuitas;

c. akuntansi e

O

d. akuntansi

%

pendapatan-LO dan pendapatan-LRA;
e. akuntansi b@b@@ dan belanja;
f.  akuntansi transfer;

o, @W&UUOW@'I@L jola D)l? lyaan; a dan

h. akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijal

akuntans:

perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dil
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